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BAB I
PENDAHULUAN
A. [bookmark: _GoBack]Latar Belakang Masalah
Pendidikan adalah hak asasi yang melekat dalam diri semua orang. Pendidikan ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia. Pendidikan menjunjung tinggi saling pengertian toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok, ras, agama serta harus memajukan kegiatan  dalam memelihara perdamaian. 
      	Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) 1948 pasal 29 dijelaskan bahwa pendidikan inklusif selaras dengan hak asasi manusia, merupakan sebuah pendidikan yang baik dan menumbuhkan kepekaan sosial. Hak asasi tersebut meliputi sebagai berikut. 1) Semua anak mempunyai hak untuk sekolah dan  belajar bersama. 2) Setiap anak memiliki hak untuk tidak direndahkan atau didiskriminasi dikeluarkan atau dikucilkan karena kecacatan atau kesulitan belajar mereka. 3) Para penyandang cacat yang dikarantina  bertahan di Sekolah Luar Biasa sampai dewasa menuntut berakhirnya segregasi. 4) Tidak   selamanya  anak  berkebutuhan khusus (ABK) harus selalu terpisah dari anak-anak non ABK.
Sekolah merupakan sebuah aktifitas besar yang di dalamnya ada empat komponen yang saling berkaitan. Empat komponen yang dimaksud adalah Staf Tata Laksana Administrasi, Staf Teknis Pendidikan didalamnya ada Kepala Sekolah dan Guru, Komite sekolah sebagai badan independent yang membantu terlaksananya operasional pendidikan, dan siswa sebagai peserta didik yang bisa ditempatkan sebagai konsumen dengan tingkat pelayanan yang harus memadai. Hubungan keempatnya harus sinergis, karena keberlangsungan operasioal sekolah terbentuknya dari hubungan “simbiosis mutualisme” keempat komponen tersebut karena kebutuhan akan pendidikan demikian tinggi, tentulah harus dihadapi dengan kesiapan yang optimal semata-mata demi terpenuhinya kebutuhan anak didik. 
Berkaitan dengan upaya mewujudkan tujuan tersebut, seringkali timbul beberapa masalah. Masalah-masalah itu dapat dikelompokan sesuai dengan tugas-tugas administratif yang menjadi tanggung jawab administrator sekolah. Diantaranya adalah tugas yang dikelompokan menjadi substansi perlengkapan dan sistem keuangan sekolah. Suatu lembaga pendidikan tidak dapat berjalan tanpa adanya sarana dan prsarana yang dapat digunakan peserta didik untuk melaksanakan pendidikan dengan baik. 
Ada kaitan erat antara oraganisasi, administrasi, dan manajemen. Organisasi adalah sekumpulan orang dengan ikatan tertentu yang merupakan wadah untuk mencapai cita-cita mereka, mula-mula mereka mengintegrasikan sumber-sumber materi maupun sikap para anggota yang dikenal sebagai manajemen dan akhirnya barulah mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai cita-cita tersebut. Baik manajemen maupun melaksanakan kegiatan itu disebut administrasi.[footnoteRef:1] [1:  Prof. Dr. Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia, Crt. II, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hal. 1] 

Pengertian administrasi dengan pengertian manajemen masih kelihatan tidak terpisah secara jelas. Ada yang mengatakan administrasi sebagai cara kerja pemerintahan dengan fungsi merencanakan, mengorganisasi, dan memimpin. Ada pula ahli yang menyebut administrasi sebagai pengarah yang efektif sementara manajemen dikatakannya sebagai pelaksana yang efektif.[footnoteRef:2] [2:  Wajong J, Fungsi Administrasi Negara, Jakarta, Djambatan, 1983. hal. 01 & 27.] 

Sementara itu Mamduh mendefinisikan manajemen sebagai “sebuah proses merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumberdaya organisasi”.[footnoteRef:3] [3:  Drs. Mamduh M. Hanafi, MBA, Manajemen, Yogyakarta, Unit Penerbitan dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 1997. hal. 6] 

Definisi tersebut mencakup beberapa kata/pengertian kunci, yaitu :
1. Proses yang merupakan kegiatan yang direncanakan;
2. Kegiatan merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan yang sering disebut sebagai fungsi manajemen;
3. Tujuan organisasi yang ingin dicapai melalui aktifitas tersebut;
4. Sumberdaya organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.
Sedangkan William H Newman dalam buku Sondang P. Siagian mendefinikan Administrasi dapat dipahami sebagai pembimbingan, kepemimpinan dan pengawasan usaha-usaha suatu kelompok orang-orang ke arah pencapaian tujuan bersama.[footnoteRef:4] Sementara itu Sondang P. Siagian mengatakan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.[footnoteRef:5] [4:  Dr. H. Syaiul Sagala, M.Pd, Administrasi Pendidikan Kontemporer, Bandung, Alfabeta, 2000, hal. 22]  [5:  Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi, Jakarta, Gunung Agung, hal 198.] 

Dalam dunia pendidikan, manajemen itu dapat diartikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Dipilih manajeman sebagai aktivitas agar seorang kepala sekolah bisa berperan sebagai administrator dalam mengemban misi atasan, sebagai manajer dalam memadukan sumber-sumber pendidikan dan sebagai supervisor dalam membina guru-guru pada proses belajar mengajar.[footnoteRef:6] [6:  Prof. Dr. Made Pidarta, Manajemen Pendidikan …., hal. 04] 

Manajemen sekolah akan efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan sekolah, kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik siswa, kemampuan dan commitment (tanggung jawab terhadap tugas) tenaga kependidikan yang handal, dan semuanya itu didukung sarana-prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar, dana yang cukup untuk menggaji staf sesuai dengan fungsinya, serta partisipasi masyarakat yang tinggi. 
Bila salah satu hal diatas tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka efektivitas dan efisiensi pengelolaan sekolah kurang optimal. Dengan demikian harus ada keseimbangan antara komponen-komponen diatas. Untuk mencapai keseimbangan tersebut, diperlukan pengelola yang mengerti dan memahami prinsip-prinsip dalam pegelolaan sarana prasarana sekolah untuk tercapainya tujuan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan Islam tersebut. 
Terkait dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pendidikan inklusif di kabupaten kota adalah bahwa pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) Sekolah Dasar (SD), 1 (satu) sekolah menengah pertama (SLTP) pada setiap kecamatan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik yang mengalami kelainan (Permen Diknas no 70/2009 pasal 4).[footnoteRef:7] [7:  Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.. hal 8] 

Kabupaten Musi Banyuasin dengan Visi SMART (Sejahtera Mandiri Adil Relegius dan Terdepan) dilanjutkan dengan visi saat ini MUBA PERMATA 2017, semakin menunjukkan bahwa  bidang pendidikan dengan menjunjung tinggi keadilan menjadi prioritas dalam pembangunannya. Pandangan inklusif juga tercermin dalam  falsafah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Serasan Sekate yang berarti  memiliki komitmen menjunjung tinggi persamaan dan persaudaraan. Komitmen terhadap apa yang diucapkan serta turut merasakan apa yang dialami oleh sesama. Sangatlah tepat jika sekolah inklusif di Sumatera Selatan ini  dikembangkan di Musi Banyuasin. 
Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Pendidikan telah mencanangkan pendidikan inklusif tingkat Sekolah Dasar (SD). Setelah dilakukan penandatanganan komitmen oleh Bupati Musi Banyuasin dalam kegiatan Nation Stakeholder Meeting Education for All in an Inclusive Setting pada tangal 13 Mei 2008  di Yogyakarta. mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin  No. 629 Tahun 2008 tentang penetapan sekolah pusat sumber kabupaten, pusat sumber dukungan dan sekolah imbas menuju inklusif. Dengan dasar itu pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan 1  SLB Negeri Sekayu sebagai pusat sumber kabupaten, 5 Sekolah Dasar pusat sumber dukungan dan 28 Sekolah Dasar imbas menuju inklusif. Sampai dengan tahun ini, pendidikan inklusif  di Kabupaten Musi Banyuasin telah dilaksanakan khususnya pada tingkat Sekolah Dasar.
Pendidikan inklusif di Kabupaten Musi Banyuasin  dilaksanakan pada 33 Sekolah Dasar Negeri, dengan jumlah ABK sebanyak 430 siswa terdiri dari 276 laki-laki dan 154 perempuan (sumber: SLB Pusat Sumber Kab. Muba, 2017). Kebijakan tersebut telah membawa Kabupaten Musi Banyuasin mendapat penghargaan sertifikat dengan pengakuan “masyarakat menuju Inklusif” oleh Departemen Pendidikan Nasional, Bank Dunia, IDP Norway dan EENET Asia. 
Sungai Lilin  sebagai kecamatan  yang besar dengan jumlah penduduk nomor tiga di Musi Banyuasin,  nuansa warna budaya yang unik dan khas, telah menjadikannya kecamatan  pelangi yang plural. Tujuan diadakan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Negeri  Kecamatan Sungai Lilin  adalah untuk merangkul perbedaan, agar semua anak dapat sekolah dan belajar, agar sekolah dapat memberikan pelayanan mengatasi kesulitan belajar siswa yang berkelainan, dapat belajar bersama anak lain atau normal sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama demikian pula anak yang berbakat. Pola pendidikan seperti ini disebut pendidikan inklusif.
Dasar pelaksanaan pendidikan inklusif di Kabupaten Musi Banyuasin adalah SK Bupati Musi Banyuasin No. 628 tahun 2008 tanggal 25 April 2008 tentang penetapan sekolah imbas menuju inklusif dan penunjukan SLB Negeri sebagai pusat sumber Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) inklusif, seperti disajikan gambar 1.1
Gambar 1. 1
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         Dok. SLB Negeri Sekayu 2017
Dari hasil observasi awal bahwa sebelum hadirnya sekolah inklusif di Kecamatan Sugai Lilin  banyak anak umur 6 sampai 15 tahun masih tidak  bersekolah,  sedangkan yang lainnya bersekolah tetapi tidak belajar dilayani sesuai dengan keadaan, kemampuan serta potensi mereka secara penuh. Semua anak seyogyanya memiliki layanan akses finansial, sosial, kurikulum dan fisik sekolah yang ada di lingkungannya. Pendidikan untuk anak-anak dengan latar  belakang beragam yang memiliki kebutuhan khusus tetap menunjukkan ketidak setaran, diskriminatif dan menimbulkan kekhawatiran bagi para orang tua. Jumlah siswa ABK dan Non ABK serta guru pembimbing di tiga Sekolah Dasar yang diteliti, disajikan dalam Tabel 1 berikut.
Tabel 1.1
Jumlah Siswa Dan Guru Pembimbing
di Sekolah Inklusif Kecamatan Sungai Lilin
	No
	Nama Sekolah
	Jumlah ABK
	Jumlah Non ABK
	 Jumlah 
Siswa
	Guru  
Pembimbing
ABK

	1
	SD N 1 Sungai Lilin
	8
	1.072
	1.081
	-

	2
	SD N 1 Nusa Serasan
	3
	230
	233
	-

	3
	SD N 1 Bumi Kencana
	1
	216
	217
	-

	J u m l a h
	12
	1.517
	1.531
	-


Sumber : Dok sekolah, diolah 2018
Jenis siswa ABK  di SDN inklusif Kecamatan Sungai lilin tahun pembelajaran 2018/2019 seperti disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.2
Data Siswa ABK di SD Inklusif  Kecamatan Sungai Lilin
	No
	Nama Sekolah
	Tuna Rungu,
Tuna Wicara
	Hyper Aktiv
	Tuna Grahita
	Tuna Daksa
	Jml

	1
	SDN1 Sungai Lilin
	4
	1
	2
	1
	8

	2
	SDN1 Nusa Serasan
	1
	-
	1
	1
	3

	3
	SDN1 Bumi Kencana
	1
	-
	-
	-
	1

	J u m l a h
	6
	1
	3
	2
	12


Sumber :  dok Sekolah,  diolah  2018
Pada Sekolah Dasar pusat sumber dan sekolah imbas inklusif di  Sungai Lilin juga terdapat berbagai macam kemampuan belajar siswa. Ada siswa yang cepat belajarnya, ada yang sedang belajarnya dan ada pula siswa yang lamban belajarnya. Siswa yang lamban belajarnya bisa juga disebabkan oleh berbagai kondisi siswa yang berkelainan yang dalam hal tertentu berbeda dengan anak lain pada umumnya. 
Dari 12 anak didik berkebutuhan khusus pada Sekolah Dasar inklusif ini ada di berbagai kelas dan terdapat beragam kesulitan belajar (Learning Disability), terdiri dari kesulitan belajar umum  dan secara khusus. Kesulitan belajar secara umum adalah  lamban belajar (Slow Learner) dan kesulitan belajar khusus yaitu kesulitan belajar pada bidang pelajaran tertentu saja misalnya kesulitan membaca (Disleksia), kesulitan berhitung (Diskalkulia) dan kesulitan menulis (Disgrafia). Anak-anak yang mengalami kesulitan tersebut memerlukan layanan khusus. Sebagian dari anak yang memerlukan layanan khusus itu mungkin sekali selama ini belajar di sekolah biasa/reguler. Karena kurang ada pelayanan pendidikan khusus di sekolah tersebut  hak-hak mereka terabaikan, hambatan mereka tidak dipedulikan, sehingga mereka terus bercengkram dengan kesulitan.  Anak-anak yang terabaikan  mempunyai potensi besar untuk mengulang kelas dan akhirnya putus sekolah. 
Pendidikan yang diajarkan pada sekolah-sekolah umum belum mampu memberi kontribusi untuk anak-anak berkebutuhan khusus dalam mendapatkan layanan pendidikan yang layak seperti anak-anak pada umumnya. Melalui peraturan dan undang-undang tentang hak anak berkebutuhan khusus dalam mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak-anak seluruh dunia. Keterlibatan keluarga sebagai pusat pelayanan anak, guru, tenaga kependidikan, dan profesional sangat penting. Pertanyaan kita, “Apakah sekolah cukup mampu berperan secara optimal dalam memnuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus?”. Sedang kita mengetahui bahwa sebelum masuk ke wilayah treatment di luar keluarga, anak berkebutuhan khusus tentunya mengalami dampak psiko-sosial dan dampak pendidikan baik dampak negatif maupun positif.[footnoteRef:8] [8:  Hj. T. Sutjihati Somantri, 2007, Psikologi Anak Luar Biasa, PT. Refika Aditama. Bandung. hal 9] 

Dampak negatif : Kelemahan pada faktor psikologis, beberapa orang tua dari anak berkebutuhan khusus mengalami ketidaknyamanan secara sosial baik di lingkup keluarga besar maupun dalam masyarakat, antara lain :
1. Ada rasa malu atau tidak percaya diri membawa anak mereka ke lingkungan keluarga besar atau masyarakat
2. Merasa anak berkebutuhan khusus memiliki kekurangan
3. Orang tua merasa enggan memasukkan ke sekolah karena malu, minimnya biaya untuk sekolah, minimnya pengetahuan dan pengalaman orang tua, dan kendala operasional sekolah regular.
4. Masalah kesulitan dalam kehidupan sehari-hari.
5. Sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar.
6. Kesulitan dalam penyaluran tenaga kerja
7. Masalah gangguan kepribadian dan emosi
Dampak Positif : Anak berkebutuhan khusus sama dengan anak pada umumnya, mereka mendapatkan hak yang sama dalam layanan pendidikan. Berikut dampak positif adanya anak berkebutuhan khusus, antara lain :
1. Membelajarkan manusia normal untuk hidup berdampingan dengan anak berkebutuhan khusus.
2. Membelajarkan masyarakat bagaimana memperlakukan anak berkebutuhan khusus.
3. Berinteraksi sosial dan mererima anak berkebutuhan khusus dengan baik
4. Menimbulkan kasih sayang, menghargai, menolong, empati, dan berbagi sehingga lingkungan kondusif dan membantu perkembangan anak berkebutuhan khusus.
Dari penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa dampak sosial siswa ABK dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusif perlu di perhatikan secara seksama, dan ditindaklanjuti oleh para pelaksana pendidikan yang ada, terkhusus di Sekolah Dasar Negeri yang ada di kecamatan Sungai Lilin. 
Dalam rangka menanggulangi hal-hal tersebut maka perlu dilakukan suatu terobosan berupa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sekolah inklusif dengan manajemen yang baik, selain empat fungsi manajemen yang dikenal dengan istilah POAC, yaitu 1) Planning (fungsi perencanaaan) 2) Organizing (fungsi pengorganisasian) 3) Actuating (pengarahan) 4) Controlling (Pengendalian) perlu pula pelaksanaan kurikulum  terpadu yang berorientasi pada kebutuhan  siswa diklasifikasi menurut tingkat kesulitannya, perlu  aksesibilitas sarana yang membantu  hambatan belajar mereka serta perlu layanan guru dan sumber daya manusia yang profesional yang berorientasi pada kesulitan belajar siswa. Pelaksanaan pendidikan inklusif secara optimal bertujuan memberikan kesempatan dan peluang kepada anak-anak berkelainan untuk memperoleh pendidikan di sekolah umum bersama-sama dengan anak normal di Sekolah Dasar terdekat sesuai dengan kebutuhannya. 
Hasil observasi yang telah peneliti lakukan di tiga Sekolah Dasar Negri Kecamatan Sungai lilin pada bulan April-Juni tahun 2018, bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif masih belum maksimal. berdasarkan beberapa fakta yang peneliti temukan dalam observasi lapangan sebagai berikut.
1. Di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Sungai Lilin keberadaan ABK belum  bisa diterima sepenuhnya belajar bersama anak non ABK karena masih ada yang menganggap ABK di kelas reguler hanya mengundang perhatian teman-temannya dan mengganggu proses pembelajaran.
2. Di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Sungai Lilin tidak semua sekolah siap melayani siswa berbagai hambatan  karena aksesibilitas sarana fisik dan bangunan cenderung diskriminatif  kurang mendukung keberadaan ABK. 
3. Di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Sungai Lilin   dukungan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, kesiapan,  kompetensi  dan  keterampilan serta sikap guru  yang mengajar dalam bidang studi kekhususan masih  terbatas. 
4. Di Kecamatan Sungai Lilin masih ada beberapa orang tua yang berpandangan bahwa menyekolahkan ABK kurang menguntungkan dipandang dari aspek ekonomi sehingga orang tua lebih memilih membiarkannya di rumah atau memperkerjakan mereka di kebun daripada pergi belajar ke sekolah.
5. Staf ahli Pendidikan Inklusif di Kecamatan Sungai Lilin juga masih sangat langka, sehingga ketika melaksanakan pembelajaran, bimbingan dan penilaian terhadap siswa seringkali guru mengalami hambatan. 
Dari penelitian ini diharapkan terhimpun informasi yang lengkap dan rinci untuk selanjutnya dapat dijadikan masukan bagi semua pihak  dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan inklusif khususnya  di Kecamatan Sungai Lilin.
Peneliti merasa perlu melakukan penelitian ini berdasarkan temuan peneliti di lapangan bahwa anak berkebutuhan khusus (ABK) yang belajar di sekolah umum yang ada di Kecamatan Sungai Lilin belum di lengkapi layanan pendukung serta pendidikan yang di sesuaikan dengan kemampuan anak, layanan pendidikan yang ada disekolah-sekolah tersebut juga belum disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus anak secara individual dalam konteks pembersamaan secara klasikal. Karna pendidikan inklusif tidak dilihat dari sudut ketidakmampuannya, kecacatannya, tetapi lebih pada kebutuhan-kebutuhan khusus mereka. Kebutuhan mereka jelas berbeda dari anak didik umum lainnya. Secara khusus bagi peneliti bahwa dengan keberadaan Sekolah Dasar inklusif tersebut menjadi hal yang menarik dan unik untuk diteliti dan dicermati serta diungkap kepermukaan. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengangkat masalah ini sesuai dengan fokus kajian yang peneliti tetapkan. 

B. Fokus Masalah
Problematika Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan  Sungai Lilin sebagai sekolah inklusif  sangat kompleks, bidang manajemen sebagai objek penelitian begitu luas. Karena itu penelitian sederhana ini tidaklah utuh mencakup segala aspek. Dengan keterbatasan kemampuan peneliti, maka penelitian yang akan dilakukan terbatas hal-hal sebagai berikut.
1. Aspek pelaksanaan Pendidikan Inklusif  yang diteliti adalah  (1) kurikulum yang terpadu; (2) aksesibilitas sarana prasarana sekolah dan lingkungan (sarpras); (3) pengetahuan guru, (4) keterampilan, sikap guru di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan  Sungai Lilin.
2. Faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Inklusif  serta upaya sekolah dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Pendidikan Inklusif; 
3. Dampak Pelaksanaan Pendidikan Inklusif bagi sikap sosial anak.
4. Objek penelitian adalah SD Negeri Kecamatan Sungai Lilin yang ditunjuk sebagai pusat sumber dukungan  yaitu SDN 1 Sungai Lilin, imbas  sekolah inklusif SDN 1 Nusa Serasan dan SDN 1 Bumi Kencana. 

C. Rumusan Masalah
Berlatar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Sungai Lilin?
2. Faktor apakah yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Sungai Lilin?
3. Bagaimana dampak pelaksanaan pendidikan inklusif bagi sikap sosial anak berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Sungai Lilin ?

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis :
1. Pelaksanaan pendidikan inklusif yang diterapkan di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan  Sungai Lilin;
2. Faktor yang menghambat  dan mendukung dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Sungai Lilin;
3. Dampak pelaksanaan pendidikan inklusif bagi sikap sosial anak berkebutuhan khusus (ABK) di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Sungai Lilin.
Manfaat penelitian ini bagi penulis dan bagi pihak Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan  Sungai Lilin antara lain :
1. Kegunaan secara teoritis sebagai referensi ilmiah untuk memperoleh manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang dan melaksanakannya dalam bentuk penelitian  untuk kasus nyata  di lapangan yang berfokus pada fungsi manajemen aspek pelaksanaan.
2. Kegunaan secara praktis bagi penyusun untuk memperoleh makna, inspirasi, persepsi, dan kreatifitas dalam menggali serta mengekspresikan pengetahuan melalui penulisan ilmiah. 
3. Sebagai bahan atau bekal menjalankan fungsi manajemen di sekolah membantu melaksanakan serta mengembangkan pendidikan inklusif. 
4. Sebagai media informasi serta bentuk dukungan agar konsep manajemen sekolah inklusif membumi, memasyarakat, terrealisasi setidaknya satu sekolah dalam satu kecamatan sehingga semua anak bisa sekolah dan belajar
5. Di samping itu untuk memberikan masukan kepada:
a. Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang dalam rangka peningkatan SDM kiranya juga melirik arti penting dan urgensi manajemen sekolah inklusif, yang memungkinkan dikaji secara ilmiah dan utuh karena diilhami dengan dasar-dasar Al-quran dan Hadits dalam kajiannya. 
b. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sungai Lilin dalam rangka pembinaan kepala sekolah, guru dan tenaga pendidik berkaitan dengan  fungsi-fungsi manajemen pendidikan inklusif dari aspek pelaksanaan.
c. Kepala-kepala madrasah sekitar dalam rangka peningkatan mutu pelayanan bagi peserta didik agar mengembangkan inklusif di madrasah menjadi lingkungan madrasah yang inklusif dan ramah terhadap pembelajaran.
d. Kepala Sekolah Dasar yang berada di lingkungan  Sekolah Dasar negeri pusat sumber dan imbas inklusif  yang memiliki siswa berkelainan bisa diikutkan pada pendidikan inklusif yang berada di sekitar/terdekat.
e. Peneliti lain, sebagai acuan untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan manajemen pendidikan inklusif, karena aspek ini belum ada yang meneliti.
Peneliti memilih  judul Manajemen Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Sungai Lilin beralasan bahwa penelitian ini terdapat beberapa kelebihan diantaranya:
1. Belum pernah ada peneliti lain yang mengkaji dalam permasalahan yang sama di Sekolah Dasar pusat sumber dukungan dan sekolah imbas inklusif Kecamatan Sungai Lilin
2. Penelitian ini tergolong menantang dikarenakan lokasi penelitian yang terletak di daerah bukan di perkotaan, akses dan sarana prasarana yang belum memadai merupakan hambatan yang nyata bagi peneliti.
3. Penelitian ini lebih bersifat praktis karena langsung meneliti pada pelaksanaan sekolah inklusif.

E. Kajian Pustaka
Penelitian tentang Pendidikan Inklusif telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Diantaranya penelitian Masdiana, I. (2005), melaporkan bahwa kendala-kendala dalam Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar X Padang adalah belum ada aturan formal yang dapat dijadikan dasar dalam pengembangan Pendidikan Inklusif sehingga terjadi kesenjangan antara konsep dan pelaksanaannya.
Y. Srihartono (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Indeks Inklusif di SD Kabupaten Musi Banyuasin menyimpulkan bahwa  Indeks budaya inklusif di SD Negeri Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengimplementasikan pendidikan inkusif telah mencapai skor 88,91% dari hasil yang diharapkan atau secara deskriptif berada pada kategori baik sekali.
Sopiah, NS (2006), Pendidikan Inklusif di Provinsi Jawa Barat, mengungkapkan bahwa perlunya reorientasi dan konseptualisasi Pendidikan Inklusif. Terutama yang berkaitan dengan pedoman dan sosialisasi yang telah dilaksanakan selama ini.  Mengingat ada kecenderungan miskonsepsi sejak dari pengambil kebijakan sampai implementasinya di lapangan. Ketegasan  terhadap  Pendidikan Inklusif  harus diambil, sehingga  indikatornya  dapat diukur serta menyangkut pada fokus  perhatian yang semestinya diarahkan pada pembelajaran individual berbasiskan asesmen. Dengan demikian  menuntut sebuah mekanisme dan kolaborasi yang jelas dan  kontinue dengan titik berat pada peran guru kelas sebagai pelaksana utama program. Dengan  pemikiran ini maka pelaksanaan Pendidikan Inklusif tidak harus tergantung pada adanya guru pembimbing khusus (GPK) di sekolah itu, sebab pada tahap  pembelajaran guru kelas  lebih memiliki peran sentral, sedangkan guru pembimbing khusus (GPK) dan tim lain  termasuk orang tua berperan pada tahap asesmen dan program terapi khusus.
Penelitian yang dilakukan oleh Sunanto, dkk (2009) yang membahas tentang Profil Implementasi Pendidikan Inklusif menyimpulkan bahwa indeks inklusif merupakan gambaran sejauh mana proses pembelajaran di kelas menunjukkan inklusifvitas, rata-rata indeks inklusif yang dicapai oleh Sekolah Dasar di kota Bandung yang menyelenggarakan pendidikan inklusif sebesar 38.56 dari indeks maksimal 54 (71,4%). Indeks ini menggambarkan bahwa inklusifvitas dalam pembelajaran di sekolah tersebut belum ideal.
Terdapat kesamaan penelitian yang telah dilakukan di atas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah  meninjau ulang implementasi pendidikan inklusif di suatu daerah, namun yang akan membedakan dalam penelitian ini diantaranya peneliti sebelumnya menitik beratkan pada metode dan budaya sedangkan dalam penelitian ini  menggunakan indikator-indikator dimensi : manajemen, kebijakan dan  dukungan administrasi sekolah, kurikulum dan penilaian yang terpadu, aksesibilitas sarana prasarana sekolah. kemampuan pengetahuan keterampilan dan sikap guru, faktor penghambat dan faktor pendukung dan upaya sekolah dalam pelaksanaan pendidikan inklusif.
	

F. Kerangka Teori.
Federick Taylor disebut sebagai bapak manajemen ilmiah. Dalam buku yang ditulis Husaini Usman, Taylor memfokuskan perhatiannya pada studi waktu untuk setiap pekerjaan (time and motion study); dari sini ia mengembangkan analisis kerja. Taylor kemudian memperkenalkan sistem pembayaran differential (differential rate). Taylor menuangkan gagasan-gagasannya dalam dua makalah yang berjudul Shop Management (1903), dan Testimony Before The Special House Committee (1912). Akhirnya, dua karyanya yang telah disebutkan diatas dirangkum dalam sebuah buku yang berjudul Scientific Management.[footnoteRef:9] [9:  Husaini Usman, 2010, Manajeman (Teori, Praktik dan Riset Pendidikan), PT. Bumi Aksara, Jakarta Timur. Hal 25] 

Manajemen Taylor didasarkan pada langkah atau prinsip sebagai berikut:
1. Mengembangkan Ilmu untuk setiap elemen pekerjaan, untuk menggantikan pikiran yang didasari tanpa ilmu.
2. Memilih karyawan  secara ilmiah, dan melatih mereka untuk melakukan pekerjaan seperti yang ditentukan pada langkah I.
3. Mengawasi karyawan secara ilmiah, untuk memastikan mereka mengikuti metode yang telah ditentukan.
4. Kerjasama antara manajemen dengan pekerja ditingkatkan. Persahabatan antara keduanya juga ditingkatkan
Sekolah ialah sistem sosial terbuka dengan lima elemen penting, yaitu perorangan, structural, budaya, politik, dan pendidikan. Kebiasaan organisasi ialah fungsi dari interaksi dari elemen yang ada dalam hal untuk mengajar dan mempelajari, sementara itu proses mengajar dan mempelajari adalah inti secara teknis dari system social sekolah, ini merupakan proses kompleks yang dapat digunakan dari tiga perspektif, yaitu kebiasaan, kesadaran, dan konstruksi.[footnoteRef:10] Dari beberapa definisi di atas, peneliti berupaya menerapkan makna manajemen tersebut dengan melakukan penelitian sesuai dengan prosedur terhadap pelaksaan pendidikan inklusif di SDN Kecamatan Sungai Lilin. [10:  H. Veithzal Rivai, Hj. Sylviana Murni, 2009, EDUCATION MANAGEMENT Analisis Teori Dan Praktik, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal 195] 

Frank B. Gilberth dan Lillian Gilberth. Keduanya adalah suami istri yang mempunyai minat yang sama terhadap manajemen. Menurut Frank pergerakan yang dapat dihilangkan akan mengurangi kelelahan. Semangat kerja akan naik karena bermanfaat secara fisik pada karyawan. Sedang Lilian memberikan kontribusi pada lapangan psikologi industri dan manajemen personalia. Beliau percaya bahwa tujuan akhir manajemen ilmiah adalah membantu pekerja mencapai potensi penuhnya sebagai seorang manusia.
Keduanya mengembangkan rencana promosi tiga tahap, yaitu:
1. Menyiapkan Promosi
2. Malatih Calon Pengganti
3. Melakukan Pekerjaan
Untuk meningkatkan efisiensi dan keefektifan kerja, mereka mempunyai konsep yang sangat popular, yaitu The One Best Way (satu cara yang terbaik).[footnoteRef:11] Menurut metode tersebut, seorang pekerja akan bekerja seperti biasa, sambil menyiapkan promosi karir, dan melatih calon penggantinya. Dengan demikian pekerja akan menjadi pelaksana, pelajar yaitu menyiapkan karir yang lebih tinggi, dan pengajar dalam arti mengajari calon pengganti. [11:  Husaini Usman, 2010, Manajeman (Teori, ……. hal 27] 

Henry L. Gantt. Gantt melakukan perbaikan metode sistem penggajian Taylor (differential system) karena menurutnya metode tersebut kurang memotivasi kerja. Sistem Pengawasan (supervisor) diterapkannya sebagai upaya untuk memacu semangat kerja karyawan. Disamping itu Gantt juga memperkenalkan sistem penilaian terbuka yang awalnya merupakan ide Owen. Gantt chart (bagan Gantt) kemudian populer dan gigunakan untuk perencanaan, yaitu mencatat scedul (jadwal) pekerja tertentu.
Dalam buku karangan Husaini Usman, Gantt mengembangkan empat prinsip Taylor diatas yang terkenal dengan sebutan Prinsip Gantt yaitu 1) Kerjasama harus saling menguntungkan kedua belah pihak, antara manajemen dengan pekerja, 2) Seleksi ilmiah pekerja, 3) sistem bonus untuk merangsang pekerja, dan 4) Instruksi-instruksi kerja yang rinci harus digunakan.[footnoteRef:12] [12:  Husaini Usman, 2010, Manajeman (Teori, ……. hal 26] 

Sondang mengatakan bahwasanya efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.
Upaya pelaksanaan Pendidikan Inklusif  perlu didukung oleh beberapa faktor diantaranya manajemen, kebijakan kepala sekolah dan dukungan administrasi, kurikulum yang terpadu , aksesibilitas sarana prasarana sekolah  yang mendukung, kemampuan keterampilan sikap guru dan sumber daya yang profesional. Dalam Penarapan inklusif  warga sekolah berupaya mempersiapkan langkah-langkah strategis dan  juga menciptakan kondisi lingkungan sebagai tuntutan kebutuhan   sekolah itu menjadi inklusif, ramah terhadap pembelajaran. 
Kepala sekolah hendaknya berupaya untuk mendayagunakan sumber-sumber, baik personal maupun material, secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah secara optimal. Manajemen sekolah, memberikan kewenangan penuh kepada kepala sekolah untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi komponen-komponen pendidikan suatu sekolah yang meliputi input siswa, tenaga kependidikan, sarana prasarana, dana, manajemen, lingkungan, dan kegiatan belajar-mengajar. Fungsi-fungsi manajemen di atas dapat terlihat jelas hasilnya melalui evaluasi sejauh mana pelaksanaan manajemen tersebut dilaksanakan.
Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di sekolah akan berjalan dengan baik jika pembelajaran dan aktifitas sekolah  mengutamakan kebutuhan peserta didik dengan kemampuan dan latar belakang yang beragam, mampu mendesain, mengakses pembelajaran dengan berbagai cara agar patut dan sesuai dengan kebutuhan anak. Kurikulum yang memperkenankan metode dan gaya belajar yang beragam seperti diskusi permainan dan bermain peran, isi kurikulum yang memuat pengalaman sehari-hari semua peserta didik di sekolah dengan latar belakang atau kemampuan yang beragam.
Pelaksanaan Pendidikan Inklusif akan efektif dan efesien apabila di dukung dengan aksesibilitas sarana prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Gedung yang ramah tanpa sudut-sudut yang membahayakan. Akses jalan yang mudah dijangkau oleh penyandang cacat sekalipun, kursi roda dapat sampai ke pintu masuk kelas. pengaturan meja agar peserta didik tidak menghadapi cahaya matahari secara langsung. Peserta didik harus dapat bergerak bebas diantara meja dan kursi, tempat duduk disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan peserta didik dapat juga duduk di lantai tanpa menggangu pembelajaran atau kerja kelompok.
Dalam menciptakan inklusif diperlukan pendidik dan tenaga kependidikan yang handal, mengerti dan menghayati makna pendidikan inklusif, mamapu menciptakan lingkungan yang ramah pembelajaran, meyakini bahwa semua anak memiliki kesempatan belajar bersama, megetahui tentang kebutuhan khusus bagi peserta didik, mempunyai harapan yang mulia dan tinggi terhadap semua anak dan mendorong mereka menyelesaikan pendidikannya.
Pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah  yang tidak kalah pentingnya adalah perlu dukungan  dana yang cukup untuk menggaji staf sesuai dengan fungsinya, serta partisipasi masyarakat yang tinggi. Karena itu rencana-rencana strategis yang merupakan bagian dari fungsi manajemen hendaklah disusun sesuai dengan skala prioritas.

G. Sistematika Pembahasan
	Bab Pertama tentang Pendahuluan yang meliputi : Latar belakang penelitian,identifikasi masalah,  rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori,  tinjauan pustaka, definisi oprasional, metodologi penelitian,desain penelitian, keterbatasan penelitian dan sistematika penulisan.
	Bab dua meliputi, hakikat  pendidikan inklusif, konsep pendidikan untuk semua, ladasan teori dan definisi konsep, konsep anak berkebutuhan khusus, landasan pendidikan inklusif, assesmen pendidikan inklusif, kontroversi dan faktor pendukung pendidikan inklusif.
	Dalam bab tiga  akan diuraikan gambaran Kabupaten Musi Banyuasin, Pendidikan di KabupatenMusi Banyuasin, Implementasi Pendidikan inklusif di Kabupaten Musi Banyuasin, Profil  Kecamatan Sungai Lilin,  Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Negeri  Kecamatan Sungai Lilin.
        	Pada bab empat  akan diuraikan hasil penelitian pelaksanaan inklusif di   Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Sungai Lilin dari empat dimensi. Pertama dimensi pelaksanaan kebijakan, ke dua dimensi kurikulum, ke tiga dimensi aksesibilitas sarana prasarana, dan ke empat dimensi guru dan tendik.  Dalam bab ini juga diuraikan pembahasan ketercapaian masing-masing indikator dari empat dimensi di atas. Kemudian uraian tentang faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pendidikan inklusif serta upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanan pendidikan inklusif tersebut.
       	Pada bab lima  berisikan kesimpulan  bagaimana  manajemen yang  telah di terapkan di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Sungai Lilin, faktor-faktor penghambat pelaksanaan pendidikan inklusif serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan dan mengembangkan  pendidikan inklusif. Pada akhir bab ini dirumuskan beberapa rekomendasi hasil penelitian.
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